
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Retribusi Tarif Pelayanan Kesehatan
pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
yang berasal jasa Pelayanan Kesehatan oleh
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan dengan
melihat perkembangan perekonomian masyarakat
yang meningkat serta sesuai dengan pasal 155
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan pasal 45 Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum;

BUPATIBARITOKUALA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

RETRIBUSITARIFPELAYANANPADAPUSATKESEHATANMASYARAKAT

TENTANG

PERATURANBUPATIBARITOKUALA
NOMOR 11 TAHUN2022

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11
Tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
ten tang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 108 Tahun 2016
ten tang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik
Daerah;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun Tahun
2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6322); .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Negara 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5063);



DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah KabupatenBaritoKuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraanPemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten BaritoKuala.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala selanjutnya disebut dengan

Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang
bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang
kesehatan.

6. Badan PengelolaanPajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut BP2RD
adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang bertanggungjawab
menyelenggarakanpengelolaanpajak dan retribusi daerah.

7. Pusat KesehatanMasyarakatyang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan
lebihmengutamakan upaya promotifdan preventif,untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginyadi wilayahkerjanya.

8. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang
selanjutnya disingkat BLUDPuskesmas adalah sistem yang diterapkan
oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya.

9. Pelayanan BLUDPuskesmas adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan
non-kesehatan yang diselenggarakanoleh Puskesmas.

10.Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang
dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di
Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan,
observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan
rehabilitas dari sakit dan akibat-akibatnya.

11.Pelayanan Dasar adalah Pelayanan yang diberikan berupa pelayanan di
pendaftaran, pemeriksaan atau pelayanan oleh tenaga kesehatan pada tiap
poli pelayanan, dan pemberian obat pada pasien di apotek puskesmas,
termasuk tindakan medis sederhana.

12.Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk
Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan
pelayanan kesehatan lainnya yang tidak perlu tinggal untuk perawatan
observasi selanjutnya.

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG
RETRIBUSITARIFPELAYANANPADAPUSATKESEHATAN
MASYARAKAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12
tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011
Nomor12).



13. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus
diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian
atau kecacatan.

14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk
Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan
pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk
perawatan observasi selanjutnya.

15. Pelayanan tindakan medis dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa
pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal
atau tanpa pembiusan.

16.Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan
pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, USG,EKGuntuk
menunjang diagnosa penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan
kesehatan masyarakat maupun perorangan.

17.Penyulit persalinan adalah kelainan-kelainan yang terjadi selama
proses persalinan, dalam hal mi adalahDistosia bahu,Lilitan tali
pusat,Asfiksia perinatal, Fetal distress,Sindrom aspirasi mekonium,
Retensioplasenta, dan lnfeksia post partum.

Apabila terjadi penyulit persalinan tersebut dan dilakukan pertolongan
persalinan maka selanjutnya Bidan wajib melakukan rujukan ke Fasilitas
Kesehatan RujukanTingkatLanjutari/Rumah Sakit.

18.Pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah pelayanan yang
diberikan oleh tenaga terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan
pengobatan komplementeralternatif.

19.Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan
penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi,penyakit menular, kesehatan
lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.

20. Pelayanan di luar gedung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga
medis, tenaga paramedis, dan tenaga lainnya di luar gedung Puskesmas
yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi,
diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi
dari sakit dan akibat-akibatnya.

21. Penggunaan mobil ambulan adalah kegiatan mengantar pasien
menggunakan mobilambulan Puskesmas.

22. Pelayanan pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama
berupa praktik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan
maupun manajemen kesehatan.

23. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang
diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang ditujukan
kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi
lain berupa praktik klinik dan non klinik.

24.Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis danyatau
tenaga kesehatan lain berupa pembimbingkasus klinik.

25. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis
tuxu] atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingankasus non klinik.

26. Pelayanan penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis
dan./utau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi
dan/ atau pendampingan pelaksanaan penelitian.

27. Pe1ayanan kaji tiru adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis
danl atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau
pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.

28. Pelayanan Parkir adalah kegiatan non medis berupa penyediaan tempat
parkir kendaraan.

29.Tarif layanan adalah biayayang dipungut oleh Puskesmas dan jaringarmya
kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang danZatau jasa layanan
yang diberikan.



(I) Obyek Retribusi Layanan Puskesmas adalah setiap layanan yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan, Puskesmas
dan jaringannya.

(2)Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya memberikan jasa
layanan meliputi :
a. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap;
b. Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas;
c. Tindakan Rawat Darurat (UOD);
d. Jasa Pengujian/Pemeriksaan Tempat-Tempat Umum (TIU) dan Tempat

Pengolahan Makanan (TPM);
e. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
f. Pelayanan Ambulan;
g. Pemeriksaan Laboratorium;
h. Tindakan Medik;
i. Penunjang Medik;

Pasal3

Retribusi Tarif Layanan dipungut melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas
beserta.jaringannya yang memanfaatkan fasilitas milik Pemerintah Daerah.

Pasal2

BABII
NAMA,OBYEKDANSUBYEKRETRIBUSI

30. Jasa sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh Puskesmas atas
pemakaian sarana dan fasilitas standar, bahan medik habis pakai dasar,
peralatan kesehatan dasar yang digunakan langsung maupun tidak
langsung dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan dan kemanfaatan
umum lainnya yang dinikmati oleh individu atau badan.

31. Jasa pelayanan adalah imbalan yang dterima oleh pelaksana yang secara
langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.

32. Tarif akomodasi adalah biaya penggunaan sarana prasarana rawat inap
(tidak termasuk pemakaian Barang Medis Habis Pakai, tarif visite
dokter/ dokter spesialis, asuhan keperawatan, makan/ diet, laundry pasien
yang ditetapkan tersendiri).

33. Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh
BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan
jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah
pelayanan kesehatan yang diberikan.

34. Non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan
kepada fasilitas kesehatan tingkat pertarna berdasarkan jumlah dan jenis
pelayanan kesehatan yang diberikan.

35. Pelayanan Pra Rujukan adalah pelayanan terhadap kasus yang akan
dilakukan rujukan ke Rumah Sakit meIiputi pendaftaran dan tindakan
medis.

36. Surat keterangan kesehatan adalah merupakan surat pernyataan yang
dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dokter Puskesmas untuk
menyatakan status kesehatan seseorang yang dibuktikan dengan surat
keterangan kesehatan.

37. Petugas Kasir adalah petugas yang ditugaskan oleh kepala puskesmas
sebagai penerima uang hasil pungutan dari wajib retribusi.



(1)Pelaksanaan pembayaran retribusi tarif oleh wajib retribusi dilaksanakan
di kasir setelah mendapatkan pelayanan, dengan besaran sesuai tarif yang
terlampir pada Peraturan Bupati ini.

Pasal9

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Tarif pelayanan kesehatan dipungut di puskesmas dan jaringannya pada
wilayahKabupaten Barito Kuala.

PasalB

BABV
PEMUNGUTANRETRIBUSI

Bagian Kesatu
WilayahPemungutan

(1) Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum
pada lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)tahun sekali.

Pasal 7

BABIV
STRUKTURDANBESARNYATARIFRETRIBUSI

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada biaya
bahan dan alat serta jasa kesehatan dengan memperhatikan kemampuan
masyarakat berdasarkan aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas
pelayanan tersebut.

Pasal6

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis
pemakaian alat dan bahan, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan
penunjang.

Pasal5

BABIII
TINGKATDANPRINSIPRETRIBUSI

Subyek Retribusi Tarif adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan
fasilitas pelayanan puskesmas milik Pemerintah Daerah.

Pasal4

j. Tindakan USG;
k. Tindakan EKG;
1. Obat-obatan dan Bahan Alat Kesehatan habis pakai.
m. Usaha-usaha pencegahan dan lain-lain bentuk pelayanan kepada umum



(1)Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan digunakan
untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

(2)Hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:
a. Puskesmas BLVD

1)100 % dapat langsung dimanfaatkan untuk operasional pelayanan
kesehatan Puskesmas

2)Pemanfaatan dana BLUDPuskesmas diatur melalui Peraturan Bupati
tentang Pemanfaatan Dana

b. Puskesmas NonBLVD
Sebesar 100% (seluruh pendapatan dari retribusi pelayanan di
puskesmas) disetorkan ke Kas Daerah untuk digunakan pembiayaan
pembinaan bidang kesehatan.

Pasal13

BABVI
PEMANFAATANHASILRETRIBUSIPELAYANANKESEHATAN

'- (1)Pengecualian bagi Puskesmas BLUD, retribusi tarif pelayanan yang
diterimaoleh petugas kasirdicatat ke dalam buku besar dan buku kas
umum penerimaan pembantu.

(2)Bendahara penerimaan pembantu puskesmas menyetor hasil retribusi ke
rekening puskesrnas paling larnbat 7 (tujuh) hari kerja setelah retribusi
tarif dipungut.

(3)Bendahara penerimaan pembantu puskesmas melaporkan semua
penerimaan puskesmas ke dinas per triwulan.

Pasal12

(1)Bendahara penerimaan pembantu menerima laporan retribusi dari petugas
kasir serta uang hasil retribusi dicatat ke daIam Buku Kas Umum
Penerimaan Pembantu untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah.

(2)Bendahara penerimaan pembantu menyerahkan Bukti Setor Bank ke
Bendahara penerimaanDinas untuk diinput melalui aplikasi.

(3)Bendahara Penerimaan Dinas membuat Surat Pertanggungjawaban
pendapatan Dinas untuk dilaporkan ke BP2RD.

PasaI 11

Bagian Ketiga
Penyetoran Pemungutan ke Kas Daerah

(2)Retirubusi yang dibayarkan di kasir berdasarkan pelayanan yang diberikan
dan menjadi hak penerima manfaat pelayanan.

(3)Kasir setiap hari menyerahkan uang hasil retribusi kepada bendahara
penerimaan pembantu dengan membuat tanda terima uang retribusi



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito
Kuala Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dan Peraturan Bupati Barito
Kuala Nomor 33 Tahun 2017 tentang Retribusi Tarif Pelayanan Kesehatan
Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal17

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala (Puskesmas BLUDdan Puskesmas NonBLUD).

Pasal16

BABXIII
KETENTUANPENUTUP

Besaran retribusi tarif atas layanan yang diberikan oleh Puskesmas dan
jaringannya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

BESARANTARIFDANTATACARA

(1)Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan
untuk memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi,
berdasarkan permohonan WajibRetribusi dalam hal :
a. terjadi suatu bencana
b. pemberian stimulus kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan

kemampuan WajibRetribusi
c. usaha pengentasan kemiskinan
d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat.

(2)Pembebasan tarif layanan kesehatan dasar diberikan kepada:
a. Penduduk yang mernilikikartu identitas Kabupaten Barito Kuala.
b. Anak sekolah melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)dari

Taman Kanak-kanak (TK)sampai dengan Sekolah MenengahAtas (SMA)
atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat diseluruh
wilayah dan berdomisili di Kabupaten Barito Kuala kecuali surat
keterangan kesehatan.

(3)Pelayanan Dasar yang dimaksud pada ayat 2 adalah:
a. Pelayanan di loket untuk kartu pasien baru
b. Konsultasi pelayanan kesehatan tanpa tindakan
c. Pengobatan pelayanan kesehatan tanpa tindakan
d. Pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil dan program pemerintah

dibidang kesehatan.
e. Tindakan medis sederhana, dengan rincian sebagaimana tercantum

pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal14

BAB VII
PENGURANGAN,KERINGANANDANPEMBEBASANRETRIBUSI



~ . Pl.I YADINOOR
~~~RAH KABUP~TENBARITOKUALATAHUN2022 NOMOR 11

Diundangkan di Barito Kuala
pada tanggal 28 Januari 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan.

Pasal18



NO JENISPELAYAHAH Tam Keterangan

A ICARTUDAN STATUS
a IKartu paslen baru umum Rp 5000 Medis Sederhana
b Ketingga/an Icartu Rp 5,000

B Rawat Jalandan Rawat Inap
a RawatJalan PelayananKesehatanOasar Rp 10,000 Medls Sederhana
b RawatJalan OolcterSpeslalisOasar Rp 50,000
c Polildinlk Gigl dan Mulut :

1 Pemeriksaan,konsultasl, pengobatan tanpa tindakan Rp 10,000 Medis Sederhana
2 Konservasl :

Tambalan sementara Rp 20,000 Medis Sederhana
Perawatan saluran akar tunggal (per kunlungan) Rp 30,000
Tambalan glasslonomer kedl (per glgl) Rp 15,000
Tambalan glassionomer besar (per glgi) Rp 25,000
Tambalan komposit keeil (per &Igil Rp 35,000
Tambalan komposit besar (per glgl) Rp 40,000
Open bur, grinding Rp 15,000 Medls Sederhana

3 BedahMulut :
Pencabutan dengan topllcal anastesl/ clor etil Rp 15,000 Medis Sedemana
Pencabutan dengan spuit gigi sulung Rp 20,000
Pencabutandengan citoject Rp 50,000
Pencabutandengan penyulit dengan tlndakan dlatas ditambah Rp 50,000

4 Perlodonsla :

:-
Pembersihan karang glgi sedlklt (per kuadran) Rp 50,000
Pembersihan karang gigi banyak (per kuadran) Rp 75,000
Pembersihan stain (per kuadran) Rp 200,000

5 Prostodonsla :
Gigi tlruan sebagian lepasan
a. Pengukuran Rp 30,000
b. Plat + 181g1tlruan Rp 120,000
c. Gigi tiruan ke-2 dan seterusnya Rp 50,000
Mahkota glgl (per gigi) Rp 150,000
a. Pengukuran Rp 15,000
b. Mahlcota sementara Rp 15,000
Reparasiprotesa Rp 100,000
Relining! protesa Rp 50,000
G1g1tiruan sebagian lepasan Immediate (per gigl) Rp 50,000
a. Pengukuran Rp 15,000

6 Pedodonsla :
Fissurestalant Rp 75,000
varnish ( MI) Rp 50,000

d PolikJinikKINKB/IMUNISASI
1 PelayananKeluargaBerencana :

Suntik K8 3 bulan Rp 30,000
MedlsSederhana(tergantung

Suntlk K8 1 8ulan Rp 30,000 persediaan)
Pil K8 ( per keping ) Rp 10,000

1- nndik Rp 50,000
2 PersalinanFisiologisNormal Rp 500,000
3 TIndakanPenyulit (yang berslfat urgent) Rp 200,000
4 Pemerlksaan Ibu Hamil Rp 15,000 Medis Sedemana

e PelayananKesehatanTradisionalKomplementer
1 Akupresure Rp 40,000

C Pelayanan 24 lam TerbatasJUGI>Puskesmas
1 PemerlksaanGawat Darurat Rp 20,000 Medis Sederhana
2 Hectlng Luka1-3 Rp 30,000
3 Hecting Lukaleblh dan 3 dlhitung per jahitan Rp 5,000
4 Heeling LukaDalam 1-3 Rp 50,000
5 Hecting luka Oalam lebih dari 3 dihltung perjahitan Rp 7,500
6 BukaHectlng Luka1-5 Rp 15,000
7 BukaHecting Luka6-10 Rp 20000
8 BukaHectlng Luka lebih 10 Rp 25,000
9 Dressingluka Rp 10,000 Medis Sederhana
10 Gantl Verban Rp 10,000 Medls Sederhana
11 Insis!Abses Rp 30,000
U RepairDaun Telingga Rp 30,000
13 OperaslKecii (Angkat Upoma) Rp 50,000
14 Angkat Tumbal (Klalll.ls) Rp 50,000
15 AngllcrtButir Rp 35,000
16 ResusltaslBayllAnak Rp 40,000 Medls Sederhana
17 ResusltaslOewasa Rp 100,000 Medis Sederhana
18 Huknah/Tldak BlsaBAB Rp 50,000
19 M.,ngobatl luka t.ecet Rp 30,000

Lampiran : Peraturan Bupati BariteKuala
Nomor 11 Tahun 2022
Tanggal 28 Januari 2022

DAFTAR USULAN RETRIBUSI TARIF PELAYANAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

01 KABUPATEN BARITO KUALA



NO JENIS PELAYANAN Tarlf Keterangan

20 Angkat Benda AsinB (di hidung.mata, telinga, dan kulit/ susuban) Rp 50,000
21 Penanganan keracunan Rp 30,000
22 Sirkumsisi Rp 200,000

23 Ekstraksi kuku Rp 50,000
24 Pemakaian Nabullzer Rp 30,000
25 V1seum et repertum Rp 50,000
26 Tindakan Medik Kebidanan :

Pemasangan dan pencabutan IUD Rp 150,000
Pemasangan Implant Rp 100,000
Pencabutanlrnplant Rp 100,000

0 Pelayanan Penunjang

a Laboratorium

1 Darah Rutin (Hb, LED, At. HJl) Rp 7,500

2 Hb Rp 7,500

3 Golongan Oarah Rp 7,500
4 LEO/BBS Rp 7,500
5 Angka Emasit Rp 7,500
6 Hitung Jenis leukosft Rp 7,500
7 Widal Rp 7,500
8 Malaria Rp 7,500
9 Mikrofilaria Rp 7.500
10 Trombosit Rp 7,500
11 Hematokrit Rp 7,500
12 Urin Rutin Rp 7,sao
13 Protein Urin Rp 7,500
14 Reduksl unn Rp 7,500
15 Bilirubin Urin Rp 7,500
16 PPTesStick Rp 7,500
17 PPTesSlide Rp 7,500

r- 18 Sputum BTA(3 kall) Rp 7,500 Medls Sederhana
19 HanzenBTA Rp 7,500
20 Telur Cacing Rp 7,500
21 Kolesterol Rp 7,500
22 GulaOarahSewaktu Rp 7,500
23 GulaOarah 2 JamPP Rp 7,500
24 TrlgJlserida Rp 7,500
25 E,Coli Rp 7,500

Hepatitis Rp 75,000 Medls Sederhana
HIV Rp 100,000 Medls Sederhana

26 Antibody IgM/lgG Rp 75,000
27 Antigen SarCov-19 Rp 100,000

b Radlodlagnostik dan Elektromedlk
1 OlagnostlkElektromedlk

ElektrokardlografllEXG} Rp 50,000
2 Ultrasonografi (USG). Rp 50,000

c LayananAmbulan
1 Ambulans (tam dasar) < 10 km Rp 80,000
2 Ambulans> 10 km, per kilometer (tant dasar + jumlah kilometer) Rp 5,000

LayananSpeedboat
Kuripan Rp 1,500,000
Tabunganen Rp 350,000, d Apotek- 1 Pelayananperacikan obat (puyer) per resep Rp 1,000

e Rawat Inap Umum Per Harl (akomodasl, obat-obatan, makan-mlnum) Rp 150,000

E Praktllt Pendldik, Magang. Kesehatan (Kilnlk/Non Kilnik/ lablMasyarakat) per
oraN

1 SlTN sederajat (1- 5 harl praktik) Rp 10,000
selanJutnyaperhari Rp 5,000

2 01111 sederajat (1- 5 han praktik) Rp 25,000
seianjutnya perhari Rp 5,000

3 OIV-Sl/ Sederajat ( 1-5 han praktlk) Rp 50,000
selanjutnya perharl Rp 10,000

4 Profesi ( 1-5 hari praktik) Rp 60,000
selanjutnya perharl Rp 20,000

5 52/ PPOS1/sederajat (1-5 harl praktlk) I\p 70,000
selanjutnya perhari Rp 30,000

6 Mahaslswa Asing (1-5 harl harf praktik) Rp 100,000
selanjutnya perharl Rp 100,000

7 Kaji banding perorang Rp 50,000
Peiayanan Pemeriksaan Kesehatan

1 SUratKeteranganKesehatan Rp 15,000
2 SuratKeterangan ke Luar Negeri Rp 25,000
3 Surat KeteranganAsuransl Rp 50,000
4 Pemeriksaan, konseling dan Imunlsasl calon Pengantin Rp 20,000
5 TesKebugaran Perorang Rp 30,000



NO JENIS PELAYANAN Tartt Keterangan

20 Angkat Benda Asing (di hidung.mata, tellnga, dan kulit/ susuban) Rp 50,000
21 Penanganan keracunan Rp 30,000
22 Sirkumsisi Rp 200,000
23 EkstraksJ kuku Rp 50,000
24 Pemakaian Nabullzer Rp 30,000
2S Vlseum et repertum Rp 50,000
26 TIndakan Medlk Kebidanan :

Pema.sangandan pencabutan IUD Rp 150,000
PemasanganImplant Rp 100,000
Pencabutan Implant Rp 100,000

0 Pelayanan Penunjang
a Laboratorlum

1 Darah Rutin (Hb, LED,At, HJl) Rp 7,500
2 Hb Rp 7,500
3 Golongan Darah Rp 7,500
4 LED/BBS Rp 7,500
5 AngleaEritosit Rp 7,500
6 Hltung Jenis leukoslt Rp 7,500
7 Wldal Rp 7,500
8 Malaria Rp 7,500
9 Mikrofilaria Rp 7,500
10 Trombosit Rp 7,500
11 Hematokrit Rp 7,500
12 Urin Rutin Rp 7,500
13 Protein Urin Rp 7,500
14 ReduksiUrin Rp 7,500
15 Bilirubin Urln Rp 7,500
16 PPTesStick Rp 7,500
17 PPTesSlide Rp 7,500

0-
18 Sputum BTA(3 kali) Rp 7,500 Medls Sederhana
19 HanzenBTA Rp 7,500
20 Telur Cacing Rp 7,500
21 Koiesterol Rp 7,500
22 Gula DarahSewaktu Rp 7,500
23 GulaDarah 2 jam PP Rp 7,500
24 Trigllserida Rp 7,500
2S E,CoIi Rp 7,500

Hepatitis Rp 75,000 Medis 5ederhana
HIV Rp 100,000 Medis Sederhana

26 Antibody IgM/igG Rp 75,000
27 Antigen SarCov-19 Rp 100,000

b Radiodlagnostik dan Elektromedlk
1 Dlagnostik Elektromedik

ElektrokardiografllEKG) Rp 50,000
2 Ultrasonografi (USG) Rp 50,000

c tavanan Ambulan
1 Ambulans (tarlf dasar)< 10 km Rp 100,000
2 IAmbulans> 10 km, per kilometer (tarif dasar+ jumlah kilometer) Rp 5,000

LayananSpeedboat
Kurlpan Rp 1,500,000
Tabunganen Rp 350,000

d Apotek
r-> 1 Pelayananperaclkan obat (puyer) per resep Rp 1,000

e Rawat Inap Umum PerHari (akomodasl, obat-obatan, makan-minum) Rp 150,000

E Praktik Pendldlk, Magang. Kesehatan (Kllnlk/Non Kllnlk/ Lab/ Masyarakatj per
oran.

1 SlTA/ sederajat(l- 5 hari praktlk) Rp 10,000
seianjutnya perhari Rp 5,000

2 0111/sederajat (1- 5 harl praktik) Rp 25,000
selanjutnya perhari Rp 5,000

3 DIV-Sl/ Sederajat ( 1-5 harl praktik) Rp 50,000
selanjutnya perhari Rp 10,000

4 Protesi ( 1-5 harl praktik) Rp 60,000
selanjutnya perhart Rp 20,000

5 52/ PPD51/sederajat 11-Sharl praktik) Rp 70,000
selanjutnya perhari Rp 30,000

6 Mahaslswa Asing (1-5 harl hari praktik) Rp 100,000
selanjutnya perharl Rp 100,000

7 Kajl banding perorang Rp 50,000
Pelayanan Pemerlksaan kesehatan

1 Surat KeteranganKesehatan Rp 15,000
2 Surat Keterangan ke luar Negeri Rp 25,000
3 Surat KeteranganAsuransi Rp 50,000
4 Pemeriksaan konsellng dan Imunisasi calon Pengantln Rp 20,000
5 TesKebugaran Perorang Rp 30,000



NO JENIS PELAYANAN Tarlf Keterangan

6 Pemerlksaan Pertama calen Hajl dl Puskesmas (Pemeriksaan fislk, Rp 200,000
KonsultaslKesehatan dan dlestetlk haji, Pemeriksaan laboratorium)
Wanlta Usia Subur dan non WUS Pria

7 Pemerlksaan eaton Jemaah Hajl dl Olnkes (Pemeriksaan Flslk,
Konsultasl Kesehatan dan dletetlk hajl. paket pemeriksaan
laboratorlum, buku haji dan Imunlsasi meningitis)

Wan ita Usia Subur Rp 270,000
NonWUSPria Rp 280,000

8 Pemerlksaan Calon Jemaah Hajl dl Olnkes (Pemerlksaan Flslk,
KonsultaslKesehatan dan dietetlk hajl, paket pemeriksaan
laboratorium, buku haji dan Imunisasi meningitis)

Tes Kebugaran Rp 50,000
lasa Vakslnasi Meningitis Rp 100,000 /'I

9 Parklr Kendaraan Rada dua - .1lP-"...... _ 2,000 f
10 Parkir Kendaraan Roda empat ~h !l\p Ai "'':''':-. 3,000 , /
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